
https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


1 

 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan 

potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota 

memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan 

kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu 

pengelolaan harus menjadikan good government sebagai prinsip yang dimana good 

government Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan 

administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. dalam prakteknya, konsep good 

governmet harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah 

(government), swasta (private) dan masyarakat (society). Dasar-dasar hukum dari good 

goverment yakni terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

indenpendensi, dan kesetaraan dan kewajaran.  Dalam penelitian ini salah satu yang 

digunakan pada prinsip good government adalah akuntabilitas dalam kontek pemerintah, 

akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclousure atas aktivitas dan kinerja 

finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan dengan laporan tersebut. 

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam 

rangka pemenuhan hak-hak publik. 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas0luasnya dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Sementara 

itu Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berada pada pemerintah konkuren. 
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Kewenangan pemerintah konkuren ini meliputi kewenangan daerah atas urusan pemerintah 

wajib dan urusan pemerintah. Urusan pemerintah wajib adalah yang berkaitan dengan 

Pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan 

menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang trasparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2009:34).  

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan 

daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap 

daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya 

manusia yang baik pula.  

 Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Pinjaman Daerah dan  

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.  

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 

2004 adalah:  

1. Pajak Daerah;  

2. Retribusi Daerah;  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.  
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Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial 

dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Menurut 

Devas (dalam soleh, 2010:71) Sekalipun demikian, dibeberapa daerah justru retribusi daerah 

merupakan sumber penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah 

pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi 

daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau 

badan (siahaan, 2006:6). 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 

salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk 

dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap 

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah 

harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu 

usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan 

kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang 

harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Adapun jumlah pasar yang 

dibina pemerintah kabupaten Pali yang terbagi menjadi 3 (Tiga) kecamatan dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1 Jumlah Pasar yang Dibina oleh Pemerintah Kabupaten PALI 2016 

No  

 

Kecamatan 

Jumlah 

Pasar/ 

Kalangan 

Sarana Pasar 

    Kios Los Pelataran kaki 

lima 

1. Talang Ubi 17 323 167 150 

2. Penukal 10 140 27 90 

3. Tanah Abang 5 191 187 315 

Jumlah 32 654 381 555 

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten PALI 

 Adapun struktur dan besarnya tarf retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas 

yang terdiri dari kios, los dan halaman/pelataran dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi 

yang dikenakan Pasar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan peraturan bupati 

No.18 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 Tarif Retribusi Pasar Kabupaten PALI 

No. Bentuk bangunan Tarif  Retribusi Pasar 

1. Kios (Permanen) Rp. 20.000,-/perbulan 

2. Los (Permanen) Rp. 10.000,-/perbulan 

3. Halaman/pelataran Rp. 1.000,-/hari 

 Sumber:Peraturan Bupati Pali No.18 tahun 2014 

 

Berikut ini dapat dilihat Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi pasar tahun 2016-

2018 pada tabel 1.2: 

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten PALI       

Tahun 2016-2018 

No. Tahun Target Realisasi Persentase 

1. 2016 Rp. 350.000.000,- Rp. 329.000.000,- 94% 

2. 2017 Rp.350.000.000,- Rp. 357.000.000,- 102% 

3. 2018 Rp. 387.000.000,- Rp. 291.111.000,- 75% 

Sumber: dinas Perdagangan dan Perindustrian PALI 

Dari pengamatan awal peneliti permasalahan Pelayanan publik sebagai indikator 

utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi 

pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Hal ini berikaitan dengan 

Akuntabilitas yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
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atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam 

peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat kondisi pasar di Kabupaten Pali 

(Panungkal Abab Lematang Ilir), Namun pada kenyataannya dari data tersebut terlihat 

realisasi pendapatan penerimaan retribusi pasar yang besar uniknya pengelolaan pada 

retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar.  

masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi –kondisi fisik maupun non-

fisik yang membutuhkan penanganan pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para 

pedagang yang ada dikabupaten Pali. Jumlah pasar yang dibina oleh pemerintah kabupaten 

Pali terbagi dalam 3 (Tiga) kecamatan yang masih sangat perlu diadakan perbaikan 

dikarenakan kondisi masih kurangnya frekuensi penyedian air bersih, 

penyapuan/pembersihan sampah, petugas kebersihan, penyediaan TPS, Penyediaan TPA 

dan alat kebersihan lainnya. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian dituntut 

untuk bisa mempertanggung jawabkan segala tugas dan fungsinya.  

Dilihat dari tabel 1.2 pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi pasar adalah 

tidak stabil setiap tahunnya selama tiga tahun dari tahun 2016-2018 selalu mengalami 

perubahan dalam jumlah realisasi retribusi pasar terhadap target. Hal tersebut dapat dilihat 

dari realisasi retribusi pasar (karcis pasar) pada tahun 2016 mencapai Rp.329 juta atau 

berkisar 94% dari target, pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan mencapai 2%  

mencapai di angka Rp.357 juta lebih dari target, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 

dengan mencapai Rp.291 juta atau 75% dari target.  

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi retribusi pasar 

termasuk besar dalam pencapaian target yang dimana pemerintah harus sepadan dengan 

fasilitas yang diberikan untuk pedagang dan pembeli pada pasar. Maka dari uraian di atas 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pemungutan 

Retribusi Pasar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian ini, terdapat permasalahan utama 

yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar 

pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Penelitan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritiss 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan referensi dan menjadi sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis bidang politik 

khususnya Ilmu Administrasi Negara. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bahan 

acuan, bagi pengembangan dalam bidang politik khususnya Ilmu Administrasi 

Negara dalam konsep Proses pemungutan retribusi pasar di kabupaten pali. 

2.  Manfaat Praktis 

1. Sebagai sumbangan bagi pihak ataupun masyarakat yang ingin mengetahui dan 

memperluas wacana seputar pemungutan Retribusi Pasar dikabupaten Pali. 

2. Memberi manfaat bagi peneliti agar lebih memahami tentang faktor-faktor yang 

terjadi pada pemungutan retribusi pasar dikabupaten pali. 
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